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Irfanditya Wisnu Wardana E0013230, AKIBAT HUKUM PERATURAN 
PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2011 TENTANG 
RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN DENPASAR, 
BADUNG, GIANYAR DAN TABANAN TERHADAP RENCANA 
REKLAMASI TELUK BENOA, BALI. Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret 
 Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui tentang penataan ruang dalam 
Kawasan Teluk Benoa dan akibat hukum dari Peraturan Presiden Nomor 51 
Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 
Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan 
Tabanan Terhadap Rencana Reklamasi di Teluk Benoa. Metode penelitian yang 
digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. 
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan 
kasus dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah 
bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang 
bersifat deduksi dengan metode silogisme. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 
2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 
menyatakan bahwa kawasan Teluk Benoa merupakan kawasan suci. Dalam 
Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011, Kawasan Perairan Teluk Benoa 
merupakan zona konservasi perairan. Poin terpenting dari perubahan dalam 
Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 yang ada adalah pada Pasal 63A yakni 
mengubah peruntukkan Kawasan Perairan Teluk Benoa yang sebelumnya dari 
kawasan konservasi perairan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 
2011 menjadi Zona Penyangga (P) atau zona budi daya. Dengan perubahan status 
menjadi Zona P, maka Teluk Benoa dapat dilakukan proses reklamasi dengan 
maksimal seluas 700 Hektare (Ha).  
 





Irfanditya Wisnu Wardana E0013230,  Legal Consequences of Presidential 
Regulation Number 51 by 2014 on the Amendment of Presidential Regulation 
Number 45 by 2011 on Spatial Planning of Urban Area Denpasar, Badung, 
Gianyar, and Tabanan Related to the Reclamation Plan in Benoa Bay. 
Faculty of Law, Sebelas Maret University of Surakarta. 
This research aims to determine the spatial arrangement in the Benoa Bay and 
the legal consequences of Presidential Regulation Number 51 by 2014 on the 
amendment of Presidential Regulation Number 45 by 2011 on Spatial Planning of 
Urban Area Denpasar, Badung, Gianyar, and Tabanan related to the reclamation 
plan in Benoa Bay. The research method used is normative legal research which 
is prescriptive and applied. The approach used is the approach to legislation, the 
jurisprudential approach and the conceptual approach. The sources of legal 
documents used are primary and secondary legal materials, with techniques of 
legal analysis of documents that are deductible with the syllogistic method. Based 
on the results of this study cocluded that on the basis of the Bali Regional 
Regulation Number 16 by 2009 and Badung Regional Regulation Number 26 by 
2013, the Benoa Bay area is an  sacred area. In Presidential Regulation Number 
45 by 2011, Benoa Bay is a water conservation area. The most important point of 
the amendment in Presidential Regulation Number 51 by 2014 is that in section 
63A, the changed of designation of Benoa Bay Area from the waters according to 
Presidential Regulation Number 45 by 2011 are conservation zone. With the 
change of status in zone P, Benoa Bay can be carried out with a maximum 
rehabilitation of 700 Hectare (Ha). 
 









Pahlawan bukanlah orang yang berani meletakkan pedangnya ke pundak lawan, 
tetapi pahlawan sebenarnya ialah orang yang sanggup menguasai dirinya dikala ia 
marah. 
(Nabi Muhammad SAW) 
 
 
Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau 
menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) sedangkan harta terhukum. Kalau 
harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah apabila 
dibelanjakan. 
(Sayidina Ali bin Abi Thalib) 
 
 
Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.  
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Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan 
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Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 mengubah peruntukkan Kawasan 
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